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Abstract.  
The development of technology and communication, especially with the presence of the 
internet, is increasingly being used by many parties to conduct online transactions, for 
example, shopping or selling online, or what is called e-commerce. The significant increase 
in e-commerce transactions in Indonesia has not escaped the government's attention as it is 
related to tax collection. This study aimed to analyze the implementation of value added tax 
policy on e-commerce transactions and to find out the efforts made to overcome the 
obstacles faced in the implementation of the value added tax policy on e-commerce 
transactions at South Jakarta Medium Tax Office I. This study was conducted at South 
Jakarta Medium Tax Office I using a qualitative descriptive approach to describe information 
about the implementation of value added tax policy on e-commerce transactions in South 
Jakarta Medium Tax Office I. The data collection was by observation, interviews, and 
documentation. The informants of this study were the Account Representative of South 
Jakarta Medium Tax Office I, Lecturer at Stiami Jakarta Institute of Social Sciences and 
Management, and e- commerce taxpayers. The data analysis technique in this study used 
Miles and Huberman data analysis. The results of the study showed that the implementation 
of the value added tax policy on e-commerce transactions at the South Jakarta Medium Tax 
Office I in 2021 cannot be said to be optimal as a whole because there is still a lack of 
human resources at the South Jakarta Medium Tax Office I regarding technology systems so 
that it is difficult to collect integrated and comprehensive virtual data from e- commerce. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan luar biasa pesat pada ilmu teknologi dan komunikasi terutama ketika 

hadirnya internet dalam aspek hidup manusia dengan meningkatnya penggunaan internet oleh 

masyarakat global. Perkembangan internet di Indonesia dimulai pada tahun 90an dan pada 

tahun 2021 masyarakat Indonesia yang memanfaatkan internet untuk keperluannya berjumlah 

202,35 juta atau 76,8% (CNBC Indonesia, 2022). Perkembangan internet yang sangat pesat 

membawa manusia ke arah era globalisasi Hal tersebut ditandai dengan dimanfaatkannya 

internet untuk berbagai hal seperti keperluan hiburan, pendidikan, bahkan melakukan transaksi 

secara online baik berbelanja maupun berjualan. Transaksi yang dilaksanakan melalui internet 

biasa disebut sebagai e-commerce. E-commerce ialah aktivitas transaksi jual beli online 

berbasis internet dimana pelaku e- commerce tidak perlu saling menemui satu sama lain. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Zhanys dan Tursinbaeva dalam Mulya dan Agatha (2020:27) yang 

menyatakan bahwa “e-commerce merupakan kegiatan yang memanfaatkan jaringan internet 

untuk belanja secara online beserta transaksinya yang dilakukan secara digital”. Rosalinawati 

dan Syaiful (2018:1) menyatakan bahwa “Masyarakat Indonesia mulai mengenal e-commerce 

pada tahun 90an melalui kemunculan situs toko buku online pertama di Indonesia”. Menurut 

Paramitari dkk (2019:115) “perdagangan yang dilakukan secara online memiliki berbagai 

benefit bagi konsumen dan penjual, oleh karena itu transaksi ini sangat diminati dan 

diperkirakan akan terus berkembang”. 

Kemudahan dan keefektifan yang ditawarkan dalam kegiatan e-commerce membuat 

masyarakat merasa nyaman ketika melakukan transaksi secara online melalui internet. Sekitar 

tahun 2017 hingga akhir tahun 2020, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada transasksi 

e-commerce di tana air. (Laporan Keuangan BI, 2020). 

 

Gambar.1 Nominal Transaksi e-Commerce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar grafik diatas jumlah transaksi e-commerce di Indonesia mengalami 
kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan tersebut didukung oleh sistem pembayaran secara digital 
yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat terutama pada saat kasus Covid-19 sedang 
menyebar. Tahun 2021 nilai transaksi pada e-commerce diproyeksikan tumbuh sebesar 
50,74% (yoy). Peningkatan tersebut tercapai karena adanya dukungan dalam perluasan 
ekosistem e-commerce dan semakin digemarinya system belanja online oleh masyarakat, serta 
kemudahan yang ditawarkan ketika berbelanja tanpa harus pergi ke tempat penjualan (Laporan 
Keuangan BI, 2021). E-commerce sama hal nya dengan kegiatan jual beli konvensional dimana 



Analisis Implementasi Kebijakan,Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Kpp Madya Jakarta 

Selatan I Tahun 2021 

 

266| Jurnal Administrasi Bisnis  Vol 4 No 3 Juni 2024 

  

 

terdapat pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Perkembangan e-commerce saat ini 
memberikan pengaruh yang cukup intens terhadap pendapatan melalui penerimaan pajak 
Negara. (Mulya dan Agatha, 2020). Pajak merupakan sumber penting bagi pendapatan negara 
yang akan dipergunakan dalam menjalankan pemerintahan, oleh karena itu pemerintah 
menetapkan kebijakan wajib pajak sebagai cerminan kenegaraan yang pada akhirnya akan 
dialokasikan pada pembiayaan serta pembangunan nasional agar mampu mencapai tujuan 
Negara (Wicaksono, 2018:141). Dasar hukum pajak pertambahan nilai terdapat pada peraturan 
UU No. 42 Tahun 2009. Aktivitas e-commerce juga tidak luput dari perhatian pemerintah terkait 
dengan pemungutan pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan regulasi melalui surat 
edaran SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce. 
Regulasi tentang pajak atas transaksi e-commerce yaitu Permenkeu No.60/PMK.03/2022 
tentang Perlakuan Perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Beny dan 
Dewi, 2021:63). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Siaran Pers Humas Direktorat Jendral Pajak 
(2021) menyatakan bahwa per 31 Oktober 2021 jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronil (PMSE) yang disetorkan dalam kas Negara adalah 
sebesar Rp3,19 triliun. Secara keseluruhan PPN PMSE yang diterima pada tahun 2021 adalah 
Rp 3,9 triliun. Peningkatan transaksi e-commerce juga dirasakan pada pemerintah daerah salah 
satunya yaitu provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan jumlah usaha e-
commerce terbanyak yang ditandai dengan meningkatnya kinerja penjualan barang-barang e-
commerce pada 3 bulan terakhir tahun 2021. 
 

Gambar.2 Pertumbuhan Penjualan e-commerce DKI Jakarta 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan penjualan e-commerce mengalami 
peningkatan dengan arah yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan 
penjualan e-commerce diatas ternyata tidak memberikan dampak yang berarti terhadap 
penerimaan pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan I. Penjelasan tersebut terlihat dari data 
pada tabel berikut. 
 

Tabel.1 Realisasi Penerimaan PPN di KPP Madya Jakarta Selatan I Tahun 2018-2020 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2018 7.137.271.718.000 6.601.703.835.283 

2019 6.277.805.969.000 5.501.189.136.683 
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2020 6.259.518.375.000 4.483.791.707.159 

Sumber : KPP Madya Jakarta Selatan I 
 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah target dan realisasi penerimaan PPN di KPP Madya 
Jakarta Selatan I menurun cukup signifikan mulai dari tahun 2018 hingga 2020. Data tersebut 
menggambarkan bahwa adanya penurunan kesadaran masyarakat untuk menyetorkan PPN 
kepada KPP terkait. Rosalinawati dan Syaiful (2018) menemukan bahwa masih adanya pelaku 
usaha e- comerce yang tidak transaparan sehingga menjadi penyebab sulitnya untuk 
penerapan pemungutan pajak e-commerce. Indriyani dan Furqon (2021) juga menemukan hasil 
bahwa masih terdapat penjual e-commerce pada marketplace yang tidak memiliki NPWP, 
sebagian lainnya tidak mengerti dan tidak pernah menerapkan peraturan mengenai 
SE/62/PJ/2013. Fenomena yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah dari beberapa 
pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak dibidang e-commerce hanya dua diantaranya 
yang melaksanakan kewajibannya dalam memungut dan menyetorkan PPN di KPP Madya 
Jakarta Selatan I, seperti yang tertera pada tabel berikut. 
 
Tabel.2 Jumlah Wajib Pajak E-commerce yang menyetorkan PPN KPP Madya Jakarta Selatan 

I 

 
No 

Jumlah UMKM di 

Jakarta Selatan 
Jumlah WP E- 

commerce 

Di Jakarta Selatan 

Jumlah WP E-commerce yang 

menyetorkan PPN di kpp 

Madya Jakarta Selatan I 

1 210.022 12 2 

Sumber : KemenKop UKM dan iprice.co.id (data diolah penulis) 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa di daerah Jakarta Selatan terdapat 12 pelaku usaha 
e-commerce yang termasuk perusahaan besar di Indonesia yang bergerak dalam bidang e-
commerce dengan menyiapkan platform atau tempat untuk jual beli online atau yang biasa 
dikenal marketplace. Dari beberapa perusahaan e-commerce tersebut hanya perusahaan 
Bukalapak dan OLX yang melakukan pemungutan dan penyetoran pajak PPN atas transaksi e-
commerce di KPP Madya Jakarta Selatan I. 
 
LITERATUR REVIUW 

1. Administrasi Pohan (2014:84-85) mengungkapkan bahwa administrasi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu “administration” sedangkan secara terminology berarti “to serve”, yaitu 

melayani dengan sebaik mungkin. Artinya, administrasi merupakan bagian atau divisi yang 

bertugas untuk melayani kepentingan banyak orang. Administrasi merupakan bagian atau 

divisi yang bertugas untuk melayani kepentingan banyak orang dalam hal ini adalah 

masyarakat. Administrasi didefinisikan oleh Siagian dalam Pasolong (2019:3) sebagai 

proses kerja secara menyeluruh oleh dua orang bahkan lebih berdasarkan rasionalitasi 

tertentu agar tercapai tujuan yang sudah ditentukan. Leonard D. dalam Simbolon (2004) 

menjelaskan bahwa administrasi secara luas ialah sebuah proses yang pasti dimiliki setiap 

organisasi baik pemerintah maupun swasta. Administrasi merupakan sebuah pekerjaan 

yang sistematis dan terencana yang dikerjakan secara bersama-sama oleh beberapa orang 

membentuk kelompok sehingga mampu mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan 

rasional (Pasolong, 2019:3). Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh beberapa ahli 

tersebut maka administrasi ialah bagian dari sistem di sebuah organisasi maupun lembaga 

negara yang mengatur segala keperluan yang berkaitan dengan administratif. 



Analisis Implementasi Kebijakan,Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Kpp Madya Jakarta 

Selatan I Tahun 2021 

 

268| Jurnal Administrasi Bisnis  Vol 4 No 3 Juni 2024 

  

 

2. Pelayanan Publik Hidayah (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa saat membahas 

tentang pelayanan, maka sesuatu yang terkandung dalam kata pelayanan itu adalah 

kualitas yang baik dan memuaskan sehingga mampu mencapai tujuan dari pemberi layanan 

yaitu untuk memberikan bantuan kepada penerima layanan mengenai sesuatu yang 

diperlukan, dari penerima layanan pun akan merasa puas dan terbantu dengan pelayanan 

yang diberikan”. Pelayanan merupakan tindakan produsen dalam memenuhi sesuatu yang 

dibutuhkan konsumen dengan tujuan konsumen akan memperoleh kepuasannya. 

Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa yang disampaikan oleh lembaga pemerintah 

terhadap masyarakat melalui tindakan yang mencerminkan keramah-tamahan dalam 

melayani masyarakat (Sadat, 2018). Berdasarkan pendapat Moenir dalam Sumino dan 

Sutrichastini (2017) bahwa pada dasarnya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat adalah 

pelayanan dalam bentuk fisik dengan sifat yang pribadi sebagai manusia serta pelayanan 

dalam hal administrasi dari pihak lain yaitu organisasi maupun lembaga pemerintah dan 

swasta. Pelayanan publik sangat diperlukan untuk memenuhi segala bentuk kepentingan 

dan keperluan masyarakat berkaitan dengan kenegaraan. (Bahar et al, 2020). Pelayanan 

publik didefinisikan sebagai pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang 

berkepentingan pada organisasi tersebut untuk memenuhi keperluannya berdasarkan 

mekanisme dan aturan yang berlaku. (Bosko & Mael, 2020). Rukayat (2017) dalam 

penelitiannya mendefinisikan pelayanan publik sebagai sebuah upaya yang dilaksanakan 

oleh orang- orang yang kemudian membentuk kelompok dengan tujuan memberikan 

bantuan dan layanan kepada rakyat sehingga dengan demikian akan terwujud tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan. 

3. Implementasi Kebijakan Anderson (Santie dan Wahono, 2018:186) menyatakan bahwa 

“kebijakan merupakan ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi 

organisasi maupun individu dalam bertindak untuk memecahkan masalah atau mencapai 

sesuatu tujuan yang diinginkan”. 

4. E-Commerce Wicaksono (2018:146) memberikan pendapat bahwa “secara umum E-

commerce ialah segala bentuk transaksi perdagangan barang/jasa yang dilakukan secara 

elektronik berbasis internet oleh pengusaha dan pembeli tanpa bertatap muka secara 

langsung”. E-commerce menurut pendapat Hidayat (Sasana, 2018:53) “merupakan bagian 

dari e-lifestyle yaitu transkasi jual beli bisa dilakukan tanpa harus ke suatu tempat tertentu 

dan dalam waktu tertentu melalui jaringan internet”. Sudrajat (2020-23) memberikan definisi 

e-commerce “yaitu berbagai jenis transaksi perniagaan barang/jasa melalui pemanfaatan 

media elektronik”. 

5. PPN menurut Sustiyo dan Hidayat (2019:25) “ialah pajak yang ditanggung oleh masyarakat 

sebagai konsumen atas konsumsi suatu barang maupun jasa”. PPN disebut sebagai pajak 

tidak langsung karena konsumen yang notabenenya adalah yang membayar PPN tidak 

membayarkannya secara langsung kepada lembaga terkait tetapi melalui penjual sebagai 

pihak yang diwajibkan untuk memungut pajak (Daud dkk, 2018:78). Berdasarkan uraian 

diatas maka PPN adalah pajak tidak langsung yang mewajibkan kepada pengusaha 

barang/jasa untuk memungut pajak kepada masyarakat sebagai konsumen ketika 

melakukan pembelian atas suatu barang/jasa yang kemudian dikumpulkan dan dilaporkan 

kepada pihak perpajakan. PPN pada pelaksanaannya menggunakan sistem faktur yang 

merupakan bukti bahwa pajak telah dipungut oleh pengusaha yang dikreditkan dengan 

jumlah pajak yang terutang (Asmadi dkk, 2020:75). Pajak yang harus dibayarkan oleh 
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masyarakat sebagai konsumen ketika membeli barang/jasa adalah sebesar 10% dari total 

jumlah pembelian. Hal tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan UU 

No. 42 Tahun 2009. 

METODE PENELITIAN 
Metode kualitatif merupakan penelitian yang identik dengan penggambaran dan 

pendeskripsian dari data yang didapatkan. Metode kualitatif menggambarkan sebuah fenomena 

yang ditemukan selama proses penelitian, fenomena tersebut kemudian dianalisa dan 

dijabarkan sehingga akan ditemukan makna dari setiap peristiwa (Kaharuddin, 2021:2). 

Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip dalam Kaharuddin (2021:2) bahwa kualitatif diartikan 

sebagai suatu penelitian yang sifatnya deskripsi serta menganalisa secara mendalam. Pada 

penelitian ini teori yang menjadi landasan penelitian sangat membantu sehingga fokus 

penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah peelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang melakukan pengamatan dan penggalian informasi mengenai 

suatu peristiwa maupun fenomena dan diteliti secara mendalam. Hasil dari penelitian ini 

kemudian akan digambarkan serta dideskripsikan dengan sistematis serta akurat tentang fakta 

dan korelasi dari setiap fenomena yang diteliti (Prasanti, 2018:16). Pemilihan metode kualitatif 

bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci, bagaimana pengimplementasian kebijakan 

PPN atas transaksi e-commerce pada KPP Madya Jakarta Selatan I Tahun 2021. Dengan 

metode kualitatif peneliti bisa menelusuri secara mendalam dan luas mengenai proses 

pelaksanaan kebijakan tersebut. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce pada KPP Madya Jakarta 

Selatan I Tahun 2021 

 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator dalam rangka mengukur 

pengimplementasian kebijakan pajak pertambahan nilai atas transaksi e-commerce pada 

KPP Madya Jakarta Selatan I Tahun 2021 dengan teori Edward III yaitu sebagai berikut: 

1) Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-

commerce sudah memenuhi indikator komunikasi dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Transmisi, berdasarkan pengertiannya transmisi diartikan bahwa komunikasi 

diantara implementor terjalin dengan baik sehingga kebijakan yang disampaikan 

kepada masyarakat dapat diterima dan dimengerti. Hal tersebut dibuktikan dengan 

DJP yang sudah memberikan informasi mengenai surat edaran tersebut kepada 

pihak-pihak terkait, kemudian dari pihak KPP Madya Jakarta Selatan I setelah 

menerima sosialisasi tersebut langsung segera mengadakan sosialisasi juga kepada 

mayarakat selaku wajib pajak melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh KPP. 

b. Kejelasan, informasi yang disampaikan oleh DJP terhadap KPP Madya Jakarta 

Selatan I sudah jelas. Masyarakat sebagai wajib pajak juga mengatakan bahwa 

sosialisasi yang disampaikan oleh KPP Madya Jakarta Selatan I mengenai kebijakan 

e-commerce juga sudah jelas. 
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c. Konsistensi, artinya adalah informasi mengenai kebijakan disampaikan secara 

konsisten yaitu mengenai kebijakan PPN atas transaksi e-commerce serta ditandai 

dengan tidak adanya isi dari kebijakan tersebut yang diubah-ubah. 

2) Sumber Daya 

Sumber daya yang memadai dan cakap secara kemampuan akan memberikan 

pengaruh positif terhadap proses implementasi sehingga pelaksanaan implementasi 

kebijakan akan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Sumber daya yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia (SDM) 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce 

sudah memenuhi indikator SDM yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Staf, merupakan salah satu bagian dari sumber daya khususnya sumber daya 

manusia (SDM). Proses pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan kuantitas 

dan kualitas staf yang memadai agar pelaksanaan tugas dalam implementasi 

kebijakan dapat berjalan dengan optimal dan efisien sehingga meminimalisir 

terjadinya kegagalan maupun kesalahan. Staff yang dimiliki oleh KPP Madya 

Jakarata Selatan I sudah cukup memadai secara kuantitas maupun kualitas yang 

ditandai dengan kualitas pendidikan yang tinggi secara namun kekurangan SDM 

yang memahami teknologi yang akan digunakan dalam mengetahui alur atas 

transaksi e-commerce. KPP Madya Jakarata Selatan I mengatakan bahwa mereka 

masih mengembangkan tools untuk menopang pelaksanaan kebijakan e-commerce, 

namun saat ini masih belum bisa digunakan sehingga akibatnya KPP Madya Jakarta 

Selatan I mengenai sistem teknologi sehingga kesulitan dalam mengumpulkan data 

secara yang komprehensif dan terintegrasi atas data virtual dari e-commerce. 

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, implementor diharuskan untuk memiliki 

pengetahuan terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi 

kebingungan dan mengetahui harus melakukan apa ketika ditugaskan untuk 

melakukan sesuatu. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan implementor dalam 

hal ini petugas KPP sudah memadai yang ditandai dengan pemahaman mereka 

terhadap kebijakan e-commerce. 

c. Wewenang, merupakan otoritas yang diberikan sehingga implementor memiliki 

efektifitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sebagai petugas perpajakan 

tentunya seluruh petugas KPP Madya Jakarata Selatan I memiliki wewenang dalam 

menjalankan tugasnya. 

3) Disposisi 

Disposisi ialah karakter yang menentukan sikap seorang implementor. Pelaksanaan 

suatu kebijakan akan efektif apabila para pelaksana memiliki kemampuan untuk 

melakukannya. Disposisi yang dimaksudkan disini adalah sikap dari pelaksana atau 

implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, 

implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce sudah memenuhi indikator 

Disposisi yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Efek disposisi, apabila terdapat personil yang ada tidak patuh terhadap perintah 

terkait dengan kebijakan yang telah ditentukan maka hal tersebut menjadi potensi 

yang menghambat pengimplementasian kebijakan. Dalam menjalankan tugasnya, 

petugas KPP Madya Jakarata Selatan I terdapat peraturan yang harus dipatuhi 

sehingga akan meminimalisir ketidakpatuhan saat bertugas. 
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b. Melakukan pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy), dalam implementasi 

kebijakan staf yang akan ditunjuk dan diangkat sebagai pelaksana kebijakan 

haruslah memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan kapabilitasnya. 

Setiap staff maupun pemimpin dalam KPP Madya Jakarta Selatan I telah melalui 

berbagai tes kemampuan dan kelayakan untuk melakukan tugasya, 

c. Insentif, merupakan hal yang cukup sensitif bagi karyawan dan pekerja. Sebagai 

lembaga pemerintahan KPP Madya Jakarata Selatan I memiliki anggaran untuk 

bonus atau insentif untuk para karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian, sikap atau disposisi pihak KPP Madya Jakarta 

Selatan I sudah memenuhi standar karena menjalankan tugasnya dalam 

pelaksanaan kebijakan dengan transparansi. 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam hal ini merupakan struktur organisasi memiliki pengaruh 

terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan secara keseluruhan karena apabila 

struktur organisasi memiliki kelemahan maka akan ada kemungkinan bahwa kebijakan 

tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi. Berdasarkan hasil penelitian, 

implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce sudah memenuhi indikator 

struktur birokrasi yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pembuatan Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel. Dalam 

menjalankan tugasnya KPP Madya Jakarata Selatan I memiliki aturan dan standar 

tertentu melalui SOP tersebut sehingga implementasi kebijakan akan terlaksana 

dengan baik 

b. Melaksanakan fragmentasi, KPP Madya Jakarata Selatan I telah membagikan 

beberapa divisi dan tugas sesuai dengan divisi masing-masing kepada karyawannya 

sehingga akan tercipta efisiensi dan keefektifan pada pelaksanaan implementasi 

kebijakan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Rizmy selaku petugas KPP 

Madya Jakarta Selatan I menyatakan bahwa pada KPP Madya sudah dilakukan 

fragmentasi berupa pembagian tugas dan tanggung jawab serta struktur organisasi 

yang jelas sehingga indikator struktur birokrasi sudah optimal. 

 

2. Hambatan dalam implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce pada KPP 

Madya Jakarta Selatan I Tahun 2021 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Rizmy selaku petugas KPP 

Madya Jakarta Selatan I menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam proses implementasi 

kebijakan e-commerce, seperti yang diungkapkan berikut ini: “Adanya hambatan terkait 

dengan data dan juga tools atau infrastruktur di djp, sampai saat ini belum punya tools untuk 

melakukan atau mendapatkan data secara yang komprehensif dan terintegrasi atas data 

data virtual dari e-comerce, sebenarnya sedang digarap oleh tim tax reform untuk 

mengembangkan terkait dengan big data dan data analitik serta lain sebagainya dan itu 

semua akan di lakukan dalam satu sistem yang terintegrasi jadi harapannya pada tahun 

2024 nanti ketika tax reform ini sudah dijalankan maka kita akan semakin mudah 

memperoleh data” Ibu Yuliana selaku Wajib Pajak E-commece juga mengungkapkan bahwa 

terdapat hambatan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan e-commerce ini adalah sebagai 
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berikut: “Tidak semua penjual mendaftarin NPWP di ecommerce” Sedangkan Ibu Endro 

Andayani selaku pihak akademisi yang terkait juga menambahkan bahwa: “Interkoneksi 

internet, kesadaran Wajib pajak kurang” Selain itu Fauzi selaku customer Marketplace e-

commerce juga mengatakan terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini 

bahwa: “Karena pelaku usaha kecil dan menengah tidak ingin mendapatkan keuntungan 

lebih kecil akibat dari PPN ini” 

Dari uraian hasil wawancara diatas maka, hambatan yang ditemukan oleh KPP adalah 

berhubungan dengan data dan tools yang masih dalam tahap perkembangan namun belum 

bisa digunakan sehingga sulit mendapatkan data secara yang komprehensif dan terintegrasi 

atas data data virtual dari e-commerce. Sedangkan hambatan yang dirasakan oleh wajib 

pajak adalah tidak semua penjual mendaftarkan NPWP dan dari pandangan akademis 

hambatan dalam implementasi kebijakan ini adalah interkoneksi internet dan kesadaran 

wajib pajak masih kurang. 

 

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Kebijakan PPN 

Atas Transaksi E-Commerce Pada KPP Madya Jakarta Selatan I Tahun 2021 

 

Upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan diatas berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ibu Rizmy selaku petugas KPP Madya Jakarta Selatan I 

menyatakan bahwa: “Saat ini upaya yang dilakukan terkait dengan data dan infrastruktur 

yaitu dengan berusaha meningkatkan skill terkait dengan IT, karena selama ini yang 

dilakukan oleh AR untuk melakukan pengalihan pajak e-comerce ini menggunakan tools-

tools yang ada di komersil seperti yang ada di web scraping,jadi di web scraping ini 

dibutuhkan bahasa bahasa tertentu secara IT yang harus di pahami dan dikuasi oleh AR 

untuk bisa mendapatkan data terkait dengan penjual, kemudian omset, jumlah barang dijual 

dan juga berapa kali barang itu dijual dari tiap tiap commerce, dan setiap commerce ini 

susunan bahasa yang harus kita ketikan dalam web scraping itu berbeda, jadi Tokopedia 

struktur nya untuk dapat menggali datanya berbeda dengan yang ada di lazada maupun 

shopee, jadi harus benar-benar ada pemahaman secara basic terkait dengan IT oleh para 

fiskus diantaranya AR, fungsional,supaya lebih mudah mendapatkan data tersebut” 

Upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan diatas berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ibu Yuliana selaku Wajib Pajak E-commerce yang menyatakan 

bahwa: “Sebelum mendaftarin NPWP di ecommerce, Anda tidak bisa menjual/ membeli di 

market place” Sedangkan Ibu Endro Andayani selaku pihak akademisi yang terkait juga 

menambahkan bahwa: “Memperbaiki system dan sosialisasi” Selain itu Fauzi selaku 

customer Marketplace e-commerce juga mengatakan terkait dengan upaya dalam 

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini bahwa: “Setiap customer atau 

pembeli yang ingin berbelanja di market place harus mendaftarkan NPWP” Berdasarkan 

hasil penelitian, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

implementasi kebijakan mengenai e-commerce adalah dengan meningkatkan kemampuan 

dalam teknologi (IT) oleh pihak KPP dengan mengembangkan alat/tools yang dapat 

membantu dalam pelaksanaan kebijakan e-commerce, mengajukan persyaratan bahwa 

untuk melakukan perdagangan online pelaku e-commerce dianjurkan untuk mendaftarkan 

NPWP, terakhir yaitu dengan memperbaiki sistem dan terus melakukan sosialisasi. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai implementasi 

kebijakan PPN atas transaksi e-commerce pada KPP Madya Jakarta Selatan I maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce pada KPP Madya Jakarta Selatan 

I secara keseluruhan sudah sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Edward III. 

2. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP Madya Jakarta Selatan I adalah sebagai 

berikut: 

1) Berhubungan dengan data dan tools yang masih dalam tahap perkembangan namun 

belum bisa digunakan sehingga sulit mendapatkan data secara yang komprehensif dan 

terintegrasi atas data data virtual dari e-commerce. 

2) Tidak semua penjual mendaftarkan NPWP 

3) Interkoneksi internet dan kesadaran wajib pajak masih kurang. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kemampuan dalam teknologi (IT) oleh pihak KPP dengan 

mengembangkan alat/tools yang dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan e-

commerce. 

2) Mengajukan persyaratan bahwa untuk melakukan perdagangan online pelaku e-

commerce dianjurkan untuk mendaftarkan NPWP. 

3) Memperbaiki sistem dan terus melakukan sosialisasi. 

 

Saran 
Adapun saran yang diberikan kepada KPP Madya Jakarta Selatan I adalah sebagai berikut: 

1. Bagi KPP Madya Jakarta Selatan KPP Madya Jakarta Selatan I harus melakukan sosialisasi 

yang lebih sering kepada masyarakat agar mendorong kesadarannya sebagai wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya khususnya pada pelaku e-commerce. 

2. Bagi Wajib Pajak Keberhasilan implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce 

akan tercapai apabila masyarakat selaku wajib pajak khususnya pelaku e-commerce 

memiliki kesadaran untuk mendaftarkan NPWP dan melunasi kewajibannya dalam 

membayar pajak PPN ats transaksi e- commerce. 

3. Bagi Penulis Penulis berikutnya diharapkan dapat menganalisis mengenai bagaimana 

evaluasi implementasi kebijakan PPN atas transaksi e-commerce pada KPP Madya Jakarta 

Selatan I. 
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